
 
 
 
 

 

UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19 digugat 

 

Jakarta, 7 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian 

Materiil Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 

Covid-19) pada Rabu (08/07), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan 

Permohonan.  

Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVIII/2020 yang diajukan 

oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri, Desiana Samosir, Muhammad Maulana dan 

Syamsuddin Alimsyah serta  nomor perkara 38/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh 

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo 

Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), 

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan 

Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA). 

Pada sidang sebelumnya (18/06), Violla Reininda selaku kuasa hukum para Pemohon 

menyatakan keberlakuan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut 

memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk menggunakan anggaran yang 

bersumber dari dana abadi pendidikan. Akibatnya, Pemohon kesulitan untuk 

berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dibuatnya untuk 

meningkatkan pendidikan kerakyatan. 

Selain itu keberlakukan norma tersebut yang lingkup pengaturannya sangat luas, 

berimplikasi pada bahaya penyalahgunaan keuangan negara. Keluasan ini dapat saja 

dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas keuangan negara yang 

tidak mengandung unsur kemendesakan. Para Pemohon mencermati bahwa pada 

Judul dan Pasal 1 ayat (3) UU Covid-19 bertentangan dengan prinsip negara hukum 

dan prasyarat kegentingan yang memaksa. 

  



  

Para Pemohon mendalilkan Pasal 27 UU 2/2020 menjadikan penguasa atau pejabat 

KKSK, OJK, BI, pejabat Kementerian Keuangan, menjadi kebal hukum. Mereka tidak 

bisa dituntut secara hukum perdata, pidana, maupun PTUN dengan dalih itikad baik 

dan bukan merupakan kerugian negara. 

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah 

menyatakan Pasal 27; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Covid-19 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 

27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Utami /NRA / Halim) 

 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C 
Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 
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menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
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Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  
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